‘ SALINAN \

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR: 10/PP.07/6271/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN RESMI PLATFORM MEDIA SOSIAL JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

Menimbang

Mengingat

KOTA PALANGKA RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN KOTA PALANGKA RAYA,

a. bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan

media sosial untuk membangun kredibilitas
kelembagaan dalam penyebaran informasi
publik dan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di masyarakat/pemangku
kepentingan, diperlukan suatu platform
media sosial sebagai salah satu penunjang
kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka
Raya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Palangka Raya tentang Penetapan Akun Resmi
Platform Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota

Palangka Raya;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843) yang telah

dirubah .......

idih.kpu.go.id/kalteng/palangkaraya




|
dlrubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Ta;hun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Ul;rldang nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan  Transaksi Elektronik
(L(j:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 251);

2. Ur!udang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Ur{dang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tedtang Layanan Publik (Lembaran Negara
Rebublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tai'nbahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Urldang—Undang Nomor 7 Tahun 2017
terJ‘tang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Rj;ubh‘k Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
In&onesia Nomor 6109);

B, Pe{aturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

tenitang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

6. Perliaturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 1
Taﬂun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan
Infnl)rmasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 456),

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

|
Tah‘un 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Per%lilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Pro%vinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kal#upaten /Kota  (Berita Negara Republik
Ind‘pnesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebbgajnlana telah diubah dengan Peraturan
Koxjnisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Noeror 21 Tahun 2020 tentang Perubahan

jdih.kpu.go.id/kalteng/palangkaraya



10.

11.

12.

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Ux%num Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Ka:xbupaten /Kota (Berita Negara Republik
Inhonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

Pé“raturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tailun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
OITganisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
PeFMm Umum Provinsi, dan Sekretariat
quisi Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota
(Bc?rita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
134 /Kpts/KPU /Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum  Komisi
Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
533/HK.04- Kpt/ 03 / KPU/XJ. / 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
Keputusan  Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor 926 /SDM.05.5-
Kp"( /SJ/XJ./2020 tentang Pemberhentian
Pejgbat Administrasi dan Pengangkatan Pejabat

Fuﬁgsional Melalui Penyetaraan dilingkungan
Sel‘;retariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,;

Keﬁ)utu san Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilhan ~Umum  Nomor 948/SDMO5.5-
Kpi‘f/ SJ/XI1/2020 tentang Penunjukan Pejabat
Fungsional sebagai Koordinator dan Sub
Koordinator Di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat

KOI‘{[iSi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

Memperhatikan .......

jdih.kpu.go.id/kalteng/palangkaraya



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor : 226/ HK.04-SD/08/2022 tanggal 4
April 2022 Perihal Persiapan Pembaruan Laman JDIH
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI
PLATFORM MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA.
Menetapkan Akun Resmi pada Platform Media Sosial
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya sebagai
berikut :
1. Nama Platform Media Sosial : Facebook

Nama Akun : Jdih Kpu Palangka Raya

Tautan Media Sosial :

https:/ /www.facebook.com/JDIH.PKY
2. Nama Platform Media Sosial : Halaman Facebook

Nama Akun : Jdih KPU Palangka Raya

Tautan Media Sosial :

https:/ /www.facebook.com/JDIH.KPUPKY/
3. Nama Platform Media Sosial : Instagram

Nama Akun : @jdih.pky

Tautan Media Sosial :

https://instagram.com/jdih.pky?utm_medium=copy_li

nk
Akun Resmi Platform Media Sosial Jaringan Dokumentasi
Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota
Palangka Raya sebagaimana dalam Diktum KESATU
digunakan sebagai Sarana Pendukung Publikasi dan
Layanan Informasi Produk Hukum yang berkaitan
dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka

Raya.

KETIGA .......

idih.kpu.go.id/kalteng/palangkaraya




KETIGA H Keputt{san ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Ttd

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinyé

|
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

jdih.kpu.go.id/kalteng/palangkaraya



